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surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
No, G/141/BPI/HK/1991 tanggal 2%-4-~1991 tentang Ijin Lokasi
dan Pembebasan Tanah seluas + 500 Ha terletak di Desa lie=-
rak Belantung dan Desa Persiapan Gunung Terang Kecamata
Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk pembangunan kawas-
an pariwisata kepada Pemerintah Daerah Tingket I lLampung ;
surat Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung kepada
Bupatl Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 3
Juli 1991 Homor : 590/2023/Rappeda/IV/31 perihal pembebasan
tanah untuk kawasan pengembangan pariwisata di Merak Bé-
lantung 3

surat permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari PT.
Tanjung Selaki tanggal 29 Juni 1991 Wo. 21/78/BL/6/91.
bahwa adanya rencana pembangunan kawagan pariwisata yang

berlokasi di Desa lerak Belantung Dberarti menambah peran

swasta dalam pembangunan periwisata secara lasional

we

bahwa lokasi yang direncanakan tersebut tersedia seluas
+ 100 Ha dan tidak tumpang tindih dengan Lkegiatan proyek
atau keglatan lainnya ;

bahwa tujuan dari pemberian Ijin atas lokasi dimaksud ada-
lah dalam rangka rencama dilakukannya tukar menukar /reuls-
lag atas lokasi tersebut dengan asse Lampung ;

I
bahwa untuk mulai melaksanakan rencana tersebut perlu mem -
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a
berikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada
selakl terhadap areal yang dimohon 3

bahwa lokasi tanah yang dimohon memenuhi syarat untuk di-
beri Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan

penggunaannya sesual dengan rencana peruntulkran tanah,
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Undang - Undang Womor 5 Tahun 1974 tentang Pokok To-

kok Pemerintahan di Daerah ;

Undang Undang Momor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daergh Tingkat I Lampung ;

Undang - Undang Yomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok - Poliok Agraria

Undang - Undang llomor 4 Tahun 1982 tentang Letentuan

¥etentuan Pokolk Pengelolaan Lingkungan Hidup 3

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pen-

daftaran Tanah

Yeputusan Presiden Yomor 26 Tahun 1988 tentang Da=—

(7

dan Pertanshan Nasional

Peraturan lMenteri Dala Homor 6 Tahun 1972 ten

tang Pelimpahan Yewenang Pewmberian Hak Atas Tanah

Peraturan ilenteri Dalam Megerl Nomor 5 Yahun 1973 ten
tang Ketentuan Ketentuan Vengenal Tata Cara FPemberis
as

Hak Atas Tanah

Peraturan lenteri Dalam Fegeri llomor 5 Tahun 1274 ten

-~

tang Hetentuan Ketentuan liengenal Penyediaan dan Pem=

berian Tanah untuk Keperluan Perusahaan

o

Peraturan Menterl Dalam Iegeri llomor & Tahun 1986 ten

tang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam llegeri Iomor
3 Tahun 1978 tentang Tatwa Tata Gune Tanah ;

Surat Zdaran Menteri Dalam

/Agr Tghun 1982 perihsal Pengolah;n / Penylapsn Pembe-
rian Ijin Prinsip Dalam ! Pembe=-
basan Tanah untuk keperluan Provel Proyek Pembangun

an g

Keputusan kevnala Dadan Pertanshan lagiona

Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata

Yilayah Badan FPertanahan llasional di Propi
0

Kantor Pertonahan di Kabupaten / ¥

Hemberi 1jin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas + 100

(seratus )} hektar terletak di Desa llersk Belantung K

Hol
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camatan Kalianda Habupaten Lampung Selatan gsebagaima-
na terlihat pada peta lokasl terlampir untuk keperlu-
an pembangunan kawasan pariwisata kepada PT Tenjung

Selakl dengan syarat - syarat sebagai berikut :
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1., untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut yang ber-
sangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak - hak
pihak lain yang berada di atas areal yang diberikan
dengan cara musyawarah, ’

2. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pro-

pinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut,

Kedua Atas bidang tanah yang diberikan Ijin Lokasi dan Pembe -

o

basan Tanah kepada PT., Tanjung Selaki tersebut akan di-
lakukan tukar menukar ( reulslag ) dengan asset Pemerin-

tah Daerah Tingkat I Lampung.

Ketiga Membuat laporan tentang pelaksanaan keputusan ini kepada

s

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lam=-
pung, sekurang - kurangnya 3 ( tiga ) bulan sekali.

Keempat

Henunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Lampung untuk memonitor / mengawasi pelaksanaan
Keputugan ini.

Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas Keputusan

Kelima

ini menjadi tanggung jawab PT, Tanjung Selaki,

Keenam : Keputusan ini berlaku selama & ( enam )} bulan terhitung
se jak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dike-
mudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah

sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal //t;;%;§—91
Q\ GUBERNUR KEPALA

DA I LAMPUNG

SALINAN : Keputusan ini

disampaikan kepada Yth :
1, Menteri Dalam Negerl di Jakarta,
2. Menteri Parpostel di Jakarta,

3..00.090
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Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta,

Ketua DPRD Tk, I Lampung di Bandar Lampung.

Ketua Bappeda Tk, 1 Lampung di Bandarlampung.

Kepala Kanwil Badan Pertanshan Wasional Propinsi Lampung
di Bandarlampung.

Kepala Dinas Pariwisata Tingkat II Fabupaten Lampung
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Selatan di Kalianda,

Bupati Kepala Yaerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan
di Kalianda,

Ketua DPRD Tk, II Lampung Selatan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten. Lampung Selatan

di Kalianda,

Camat Kallanda di Kalianda,

Direktur PT. Teanjung Selaki.‘

Himpunan Keputusan,
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